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ABSTRAK 

Skripsi ini meneliti dan membahas permasalahan tentang pelaksanaan 

denda akibat pembatalan pertunangan dan tinjauannya hukum Islam. Adapun 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan 

masyarakat terhadapdenda akibat pembatalan pertunangan dan mengetahui 

tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat  pembatalan pertunangan. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (filed research) yang berlokasi di 

Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura kabupaten Siak.Adapun yang 

menjadi poulasi dalam penelitian ini adalah para Tokoh Adat Melayu Kampung 

Merempan Hilir 5 orang, Tokoh Agama Kampung Merempan Hilir 4 orang, 

Tokoh Masyarakat Kampung Merempan Hilir 5 orang dan yang berkaitan 

langsung dengan masalah 4 orang, dengan mengambil sampletotal sampling. 

 Sedangkan yang menjadi sumber data pada penelitian ini ada dua, data 

primer yakni data yang diproleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

dengan data yang diproleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat 

Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Data skunder 

diambil dari hasil bacaan perpustakaan dan buku yang berkaitan dengan masalah 

dalam skripsi ini. 

Semua data dikumpulkan dan dianalisa dengan pendekatan dekskriptif 

kualitatif, yaitu dengan mengemukakan kaidah dan pendapat yang bersifat umum 

kemudian disimpulkan secara khusus, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa 

untuk diambil kesimpulan. 

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: Pandangan Masyarakat 

Terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan yang terjadi pada masyarakat 

Melayu Merempan Hilir ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek 

moyang, pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan 

mengembalikan tando boso dan denda sebesar nilai tando boso tersebut, bentuk 

pengembilan dan denda dapat berupa uang semua atau tanda dikembalikan 

ditambah uang senilai tando boso, pembatalan dari pihak laki-laki akan 

mengakibatkan tando boso hangus, pembatalan dari pihak wanita yang 

disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh maka tidak dikenakan 

denda adat, karena pihak laki-laki telah membatalkan secara sepihak. Paembatalan 

karena kematian wanita yang dipinang megharuskan pengembakian tando boso 

dan pihak laki-laki dibebankan kopan selopeh kopan dan ai sekalia ai sedangkan 

pembatalan yang disebabkan kematian laki-laki yang meminag hanya 

mengharuskan pihak wanita mengembalikan tando boso 

Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan 

dilihat dari segi keadaan finansial dan hak syar’i pembatalan denda ini termasuk 

‘urf shahih jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun jika memberatkan 

bagi pihak wanita sehingga tidak mampu untuk membayar dan menjadi 
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penghalang dalam pembatalan pertunangan, maka menjadi ‘urf fasid. Dari segi 

tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang membatalkan tanpa 

ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama menjadi ‘urf shahih jika tujuan  

mereaih kebahagiaan setelah nikah dapat dicapai. Kedua menjadi ‘urf fasid jika 

menjadi penghalang untuk membatalkan pertunangan. Jika pihak laki-laki yang 

membatalkan tanpa ada kesalahan, hangusnya tando boso sesuai dengan hukum 

islam dan termasuk dalam urf shahih. Pembatalan dari pihak perempuan 

disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki, tidak dikenankan denda bagi pihak 

wanita dan tando boso tersebut tidak boleh diminta kembali oleh pihak laki-laki, 

jika pihak wanita tidak meminta ganti rugi maka menjadi ‘urf shahih, namun jika 

pihak wanita meminta ganti rugi maka pihak laki-laki wajib membayar dan 

menjadi ‘urf fasid. Pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki karena kesalahan 

pihak wanita, denda tando boso menjadi ‘urf shahih karena pihak wanita dianggap 

membatalkan sepihak, dan menjadi ‘urf fasid jika pihak laki-laki meminta denda 

sekaligus ganti rugi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi 

kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa 

tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. 

Pernikahan merupakan suatu aqad yang menghalalkan pergaulan antara 

seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak 

dan kewajiban antara keduanya.
1
 Untuk mencapai kehidupan yang bahagia 

dan menjauhi dari penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-

hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.
2
 

Bila mana dalam hati terselip niat mengikuti perintah-Nya, mengikuti 

seruan pedoman diatas, maka kaki dan hati sudah diatas jalur ibadah, segala 

apa yang dilakukan dalam pernikahan bahkan meramas jemari istri, di anjar 

dengan pahala yang tak terhingga, apa lagi bekerja untuk anak istri, pahala itu 

melimpah ruah menyelimuti keluarga sakinah itu.
3
 

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas 

pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki 

tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.
4
 

                                                             
1
Moh. Saifullah Al Aziz S, Fikih Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam 

Dengan Berbagai Permasalahannya, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h.473. 
2
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat, 

Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta: AMZAH, 2015) h. 39.   
3
Fatihuddin Abul yasin, Risalah Hukum Nikah, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 13. 

4
Ibid.,  
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Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang 

selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk 

menyalurkannya. Jika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapi rasa gelisah yang 

berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Islam 

mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi 

pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.
5

 Pernikahan 

merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia dan 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
6
 Pernikahan dapat menjauhkan 

manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang 

dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah Swt. Sebagaimana 

firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30):21: 

مودة ومن ايتو ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
 ورحمة إن فى ذالك لاية لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara-antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. 

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki 

dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan 

keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari‟at Islam.
7
 

                                                             
5
Tihami dan Sohari Sahrani,  Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2010), h. 19 
6
Ahmad Rofik, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2000), h. 56 
7
Moh.Rifa‟I, IlmuFikih Islam Lengkap, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978) h. 453 
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Dengan diisyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani 

hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari 

dari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga 

dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. 

Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang 

ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan 

yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhoan dari 

Allah swt. Dan diinginkan oleh Islam.
8
 

Pernikahan  juga dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan 

jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial 

dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syari‟at Islam.
9
 

Dengan demikian islam memiliki etika dalam pergaulan dan 

mengadakan perkenalan antara pria dan wanita dengan jalan ta‟aruf atau 

perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk 

dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, 

keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat 

sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada 

perilaku yang tidak diridhoi Allah Swt. Bila antara mereka berdua terdapat 

kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga 

masing-masing dengan melanjutkan tahap khitbah,yakni melamar atau proses 

peminangan. 

                                                             
8
Sayyid Sabiq, Op.Cit., h. 197 

9
Ibid., h. 207 
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Kata peminangan berasal dari kata,”pinang” meminangnya, (kata 

kerja). Meminang Sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab 

disebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya 

meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). 

Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya 

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau 

seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya. 

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan 

sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki 

perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, 

serta kesadaran masing-masing pihak. 

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Tidak dalam pinangan orang lain 

2. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang 

melarang dilangsungkannya pernikahan. 

3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena  talak raj‟i. 

4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba‟in, hendaklah 

meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan)
10

 

 Pada umumnya , khitbah  disertai dengan pemberian cendra mata 

atau hadiah yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan 

tujuan membuktikan keseriusan pihak laki-laki untuk melanjutkan kejenjang 

pernikahan. 

                                                             
10

Op.cit., h.25 
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Pemberian cendra mata oleh pihak laki-laki ini kepada pihak 

perempuan dalam rangka untuk membuktikan keseriusan untuk menuju ke 

jenjang pernikahan hal ini dilakukan di Kampung MermpanHilir itu di 

laksanakan pada saat acara yang disebut dengan acaratando boso. 

Tando boso berasal dari bahasa masyarakat Melayu Kampug 

MermpanHilir,jika di artikan secara istilah tando berarti tanda atau 

memberikan  sebentuk cincin emas kepada pihak perempuan,sedangkan boso 

berarti besar merupakan salah satu acara besaratau berkumpulnya orang ramai 

di rumah pihak perempuan sekaligus menentukan hari berlangsungnya 

pernikahan,dan sudah menjadi sebuah tradisi menyerahkan tanda atau cendra 

mata, seperti pihak laki-laki memberikan sebentuk cincin emas yang di bawa 

oleh pihak laki-laki dan dibawa kerumah pihak perempuan,untuk diberikan 

kepada pihak perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung 

MermpanHilir,dimana saat itu berkumpulnya semua tokoh agama, tokoh adat, 

para ninik mamak, tokoh masyarakat, untuk memusyawarahkan penentuan 

hari berlangsungnya  acara pernikahan. 

Sudah menjadi tradisi dimana pihak perempuan menerima pemberian 

sebentuk cincin emas yang di berikan oleh pihak laki-laki sebagai ikatan 

resmi sebelum berlansungnya pernikahan, pemberian cincin tersebut 

merupakan pemberian yang di landaskan atas keridhoan tidak di tetapkan 

harganya,sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki untuk diberikan 

kepada pihak perempuan, pemberian tersebut sebagai hadiah karena merasa 

bersyukur sudah di terima lamarannya oleh pihak perempuan,serta sebagai 
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pengikat resmi sebuah ikatan pertunangan, dan pemberian tersebut juga 

bertujuan untuk membuktikan keseriusan dari pihak laki-laki dan dapat di 

pegang janji ini oleh pihak perempuan. 

Mengenai hadiah, ia tidak ubahnya seperti hibah. Hadiah tidak boleh 

dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, 

karena orang yang menerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik apa 

yang telah diberikan kepadanya sejak dia menerimanya. Dia berhak 

mempergunakan dan memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. 

Pengembalian kembali hadiah yang telah diberikan merupakan perampasan 

atas hak milik yang tanpa disertai dengan keridhaan pemiliknya. Hal itu 

merupakan perbuatan batil dalam islam.
11

 sebagai mana sabda nabi saw: 

 طية أويهب ىبة فيرجع فيهاإلا الوالدفيما يعطي ولدهلايحل لرجل أن يعطي ع
Artinya: Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu atau 

menyerahkan hadiah kemudian mengambilnya kembali kecuali 

ayah yang mengambil apa yang diberikan kepada anaknya.
12

 

Tapi jika hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari 

penerima, maka jika orang yang menerima itu belum melaksanakan apa yang 

diminta, orang yang memberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang 

telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memberi berhak 

meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia memberikannya 

                                                             
11

Sayyid sabiq, Op.cit.,h.236 
12

Ibid.,h.237 
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atas dasar sesuatu,yaitu pernikahan. Apabila pernikahan itu tidak terlaksana, 

maka laki laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.
13

 

Oleh sebab itu larangan mengambil kembali hadiah atau hibah yang 

sudah diberikan kepada pihak yang diberi hibah ini berlaku secara umum, 

sedangkan hadiah atau hibah yang diberikan kepada si penerima hibah di 

masa pertunangan, itu ia memberi dengan tujuan hanya untuk menikahi 

perempuan tersebut. Maka dalam hal ini ada beberapa pendapatfiqih 

mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah: 

Menurut Abu Hanifah, Hadiah hadiah khitbah adalah pemberian orang 

yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali  ada 

hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi 

pernikahan. 

Menurut ulama Malikiah, menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah 

yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara 

pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak syaratkan, 

karena secara hukum itu disyaratkan. Penjelasan terperinci yang berlaku 

adalah, jika pembatalan khitbah itu di lakukan oleh pihak laki-laki maka ia 

tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan 

tersebut dari pihak perempuan maka si laki-laki boleh meminta kembali 

hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil karena itu 

merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akadnya tersebut 

tiada maka sipemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya. 

                                                             
13

ibid.,h.236 
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Menurut ulama hanabilah, berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si 

lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. 

Menurut ulama Syafi‟iah, berpandangan bahwa si lelaki boleh 

meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya 

untuk menikahi perempuan tersebut.
14

 Dan hadiah yang telah diberikan harus 

di kembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, 

maka ia di kembalikan dalam keadaannya semula. Dan jika sudah rusak, 

maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya.
15

 

Namun yang terjadi di KampungMermpanHilir, KecamatanMempura, 

KabupatenSiak, sebagaimana di ungkapkan oleh bapak abu bakar selaku 

tokoh adat, bahwa dalam tando boso atau masa peminangan si lelaki 

memberikan hadiah atau hibah yang berbentuk cendra mata seperti emas 2 

gram dengan harga 1 juta,dengan tujuan untuk menunjukkan keseriusannya 

hingga sampai waktu pernikahan. Jika dalam masa pertunangan si lelaki 

membatalkan pertunangan tersebut, itu di lakukan oleh pihak laki-laki maka 

ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun dan barang yang di berikannya 

itu menjadi hangus. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak 

perempuan maka si perempuan harus mengembalikan hadiah atau barang 

yang di terimanyanya,dan membayar denda 2 kali lipat dari yang ia terima. 

Oleh sebab itu  Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik ingin 

mengkaji dan  meneliti lebih jauh yang akan di muat dalam bentuk skripsi  

                                                             
14

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila‟ 

Istri, Li‟an,  Zhihar, Masa Iddah, alih bahasa oleh, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema 

Insani, 2011) jilid ke-9, h. 37 
15

Sayyid sabiq, Op.Cit., h. 239 
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yang berjudul“ DENDA AKIBAT  PEMBATALAN PERTUNANGAN 

PADA SAAT  TANDO BOSO DITINJAU  MENURUT HUKUM ISLAM. 

( Studi Kasus Masyarakat MelayuKampungMermpanHilir, 

KecamatanMempura, Kabupaten Siak)  

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas 

maka penulis membatasi penulisan ini dengan Judul ”Denda Akibat  

Pembatalan Pertunangan Pada Saat  Tando Boso Ditinjau  Menurut Hukum 

Islam”. ( Studi Kasus Masyarakat Melayu KampungMermpanHilir, 

KecamatanMempura, KabupatenSiak)“ namun karena keterbatasan penulis 

baik pikiran, tenaga, dana, maupun keterbatasan waktu, maka permasalahan 

yang diteliti hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai denda bagi 

perempuan yang membatalkan pertunangan. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi denda akibat pembatalan pertunangan 

pada Saat tando boso pada masyarakat Melayu Kampung Merempan 

Hilir? 

2. Bagaimana Akibat hukum dari Pembatalan Pertunangan Pada 

Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir? 

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat  pembatalan 

pertunangan? 
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D. Tujuan danKegunaanPenelitian 

1. TujuanPenelitian 

a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tradisi denda akibat pembatalan 

pertunangan pada Saat tando boso pada masyarakat Melayu Kampung 

Merempan Hilir  

b. Akibat hukum dari Pembatalan Pertunangan Pada Masyarakat Melayu 

Kampung Merempan Hilir 

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap denda akibat  

pembatalan pertunangan. 

2. KegunaanPenelitian 

a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan 

pada program (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal 

al-Syakhsiyyah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

b. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu untuk mencapai 

ridha Allah Swt, serta untuk menambah ilmu, memperluas wawasan 

dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis di bidang kajian ilmu fiqh. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, dan 

melatih serta mengaplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang 

dipelajari penulis selama di bangku perkuliahan. 
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E. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang penulis lakukan di 

Kampung Mermpan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, yakni 

terhadap Denda Akibat  Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso 

Ditinjau  Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus Masyarakat Melayu 

Kampung  Mermpan  Hilir, Kecamatan  Mempura,  Kabupaten Siak) 

Adapun alas an penulis memilih lokasi ini adalah dapat terjangkau serta 

memudahkan bagi penulis dalam mengumpulkan data daninformasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini Denda Akibat  Pembatalan 

Pertunangan Pada Saat  Tando Boso Ditinjau  Menurut Perspektif Hukum 

Islam ( Studi Kasus Masyarakat Melayu KampungMermpanHilir, 

Kecamatan.Mempura, Kabupaten.Siak) sedangkan yang menjadi objek 

penelitian ini adalah pihak masyarakat yang ada di Kampung Mermpan 

Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, berupa manusia, 

gejala  benda, pola sikap, tingkah laku,dan sebagainya yang menjadi 

objek penelitian.
16

Adapun yang menjadi poulasi dalam penelitian ini 

adalah para Tokoh Adat Melayu Kampung Mermpan Hilir dengan jumlah 

                                                             
16

Mahmud, metode penelitian pendidikan, (Bandung : CV. Pustaka Setia,2011), cet. Ke-1, h. 154 
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5 orang, Tokoh Agama Kampung MermpanHilir yang berjumlah 4 orang, 

tokoh masyarakat 5 orang dan yang berkaitan langsung dengan kasus 4 

orang.Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah total 

sampling yaitu seluruh jumlah populasi. Untuk mempermudah dalam 

memahami populasi dan sample dalam penelitian ini penulis menyajikan 

dalam bentuk tabel: 

Tabel I.1 Populasi dan Sample 

No Jenis Populasi Populasi Sample 

1 Tokoh Masyarakat 5 orang 5 orang 

2 Tokoh Agama 4 orang 4 orang 

3 Tokoh Adat 5 orang 5 orang 

4 Pelaku Denda 4 orang 4 orang 

Jumlah 18 orang 18 orang 

 

4. Sumber Data 

Adapun sumber  data  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang diproleh dari wawancara secara langsung 

dengan masyarakat Kampung Mermpan Hilir Kecamatan Mempura 

Kabupaten Siak 

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil bacaan 

perpustakaan yang mempunyai hubungan dengan masalah penelitian 

tersebut. 
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5. Teknik  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi 

penelitian. Yaitu dengan cara penulis mengamati secara langsung 

dilapangan. Dalam teknik observasi ini penulis melakukan tinjauan 

dan pengamtan langsung ke Kampung MermpanHilir pada saat penulis 

melakukan penelitian Prariset atau sebelum penulisan proposal, penulis 

juga mengambil informasi berupa catatan, foto dan wawancara sebagai 

bukti penelitan ini secara konkret. 

b. Wawancara, yaitu cara yang diperoleh keterangan secara lisan dan 

supaya data yang diterima tepat. Untuk mendapatkan data yang lebih 

efektifadalah dengan mewawancarai para pihak yang berwenang. 

Dalam teknik wawancara ini penulis turun dan menanyakan langsung 

kepada pihak yang dijadikan sample, hasil wawancara tersebut 

kemudian di arsipkan dalam bentuk foto, caatatan dan rekaman, yang 

kemudian dijadiakan bukti pada salinan dokumentasi. 

c. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang berupa 

tulisan, gambar atau karya monumental, dokumentaasi merupakan 

pendukung dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara agar 

penelitan yang lakukan lebih kridible dan dapat dipercaya. Pada teknik 

dokumenasi penulis mengumpulkan catatan hasil wawancara, catatan 
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observasi, catatan hasil penelitian yang berkaitan dengan kepustkaan  

dan catatan lain yang dianggap perlu untuk dilampirkan dalam 

dokumentasi,  selain catatan penulis juga melampirkan foto, gambar, 

scan, dan dokumen lain yang sejenis dengan gambar. Selain itu penulis 

juga merekam data hasil wawancara sebagai penguat data, kemudia 

surat-surat, berkas penting juga penulis masukkan kedalam 

dokumentasi. 

d. Studi pustaka, yaitu segala usaha yang dilakuan peneliti untuk 

menghimpun informasiyang relevan dengan topik atau masalah yang 

akan atau sedang diteliti, informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 

ilmiah, karangan-karanagan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-

peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan 

sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. 

6. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode 

deskriptif, analitik, yang mengelompokkan data yang terkumpul melalui 

observasi dan wawancara sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. 

Kemudian antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan, serta 

dianalisa melaui pendekatan teori serta pendapat. 

7. Metode Penelitian 

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah : 

a.  Deduktif, yaitu dengan mengemukakan data yang bersifat umum 

kemudian      di uraikan dan di simpulkan secara khusus. 
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b. Deskriptif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data sesuai dengan 

fakta yang ada kemudian di analisa sehingga dapat di susun sebagaimana 

mestinya. 

F. Sistematika  Penulisan 

Sebagaimana layaknya sebuah penelitian ilmiah yang disusun secara 

sistematis, maka penulis menuangkan penelitian ini dalam lima bab, yaitu: 

BAB I: Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan yang meliputi 

LatarBelakang, BatasanMasalah, RumusanMasalah, Tujuan dan 

KegunaanPenelitian, MetodePenelitiandanSistematikaPenulisan. 

Pada sub bab Latar Belakang Masalah membahas kerangka teori 

secara singkat kemudian di sambung dengan masalah dalam 

penelitian skripsi yang kemudian rumuskan sebuah judul. Pada 

sub bab Rumusan Masalas membahas tentang isi pokok pada 

bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada sub bab Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian membahas tentang jawaban dari rumusan 

masalah dalam penelitian, dan membahas tujuan dari penulisan 

skripsi tersebut. Pada sub bab Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan membahas tentang lokasi penelitian, 

subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, 

teknik pengumpulan data, metode analisis data. Dalam sub bab 

ini juga membahas tentang metode pelitian. Pada bab ini juga 

membahas tentang Sestematika Penulisan yang menjelaskan 

gambaran isi dari bab i sampai bab v. 
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BAB II: Pada bab ini membahas tentang Gambaran Lokasi Penelitian, 

yang yang meliputi Sejarah Kampung Merempan Hilir, 

Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, Geografi dan 

Demografi Kampung Merempan Hilir,Keadaan Sosial, pada sub 

bab sejarah Kampung Merempan Hilir membahas urutan sejarah 

berdasarkan keterangan Penghulu Kampung, pada sub bab 

perubahan nama desa menjadi kampung berisikan undang 

undang dibuatnya aturan. Selain itu juga membahas masalah 

keadaan sosial masyarakat Kampung Merempan Hilir. 

BAB III:  Pada bab ini membahas tentang Pernikahan dalam Islam yang 

meliputi; Pegertian Nikah, Dasar Hukum Nikah, Syarat dan 

Rukun Nikah. Selain itu juaga membahas tentang Tinjauan 

Umum tentang Tunangan (Khitbah) yang meliputi; Pengertian 

Tunangan (Khitbah) dalam Islam, Syarat Khitbah, Wanita yang 

tidak Boleh di-Khitbah, Melihat Tunangan, Batasan Pergaulan 

pada Saat Tunangan (Khitbah), Hikmah disyariatkan Khitbah. 

Pada bab ini juga membahas masalah Pembatalan pertunangan 

yang meliputi; Hukum Membatalkan Tunangan, Batasan 

Kebolehan dalam Membatalkan Pertunangan, Pengembalian 

Pemberian (mahar, hadiah, seserahan, hantaran) Akibat 

Pembatalan Pertunangan dan Akibat Buruk yang Ditimbukan 

dari Pembatalan Pertunangan. Bab ini juga membahas Tradisi 

Adat Pertunangan Masyarakat Melayu Kampung Merempan 
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Hilir, dan terkahih bab ini membahas tentang „Urf (Adat 

Kebiasaan) yang meliputi cakupan al-„Urf, penerimaan al-„Urf, 

dan Sarat Penggunaan al-„Urf. 

BAB IV:  Pada bab ini pembahasan tentang Hasil Penelitian, Bab ini 

terdiri dari dua sub pembahasan. Pertama, Pandangan 

Masyarakat Terhadap Denda Akibat  Pembatalan Pertunangan 

Pada Saat  Tando Boso.Kedua,Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Denda Akibat  Pembatalan Pertunangan Pada Saat  Tando Boso.  

BAB V: Merupakanbabpenutup, yang terdiriatasKesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan.Saran kepada tokoh adat, tokoh 

agama, dan tokoh masyarakat. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kampung Merempan Hilir 

Kampung Merempan Hilir merupakan salah satu Kampung yeng 

berada di Kecamatan Mempura, Kampung Merempan Hilir awalnya diberi 

nama Merempan, sejak tanggal 15 Januari 2015 penamaan Desa yang berada 

di Kabupaten Siak berubah menjadi Kampung, hingga saat ini berlaku nama 

Kampung Merempan Hilir. Kampung Mermpan Hilir pada awal berdiri 

dipimpin oleh bapak Zakaria menjabat dari tahun 2002-2006, dari tahun 2007 

sampai tahun 2011 di pimpin oleh Muhammad Yunus. Kemudian pada tahun 

2012 sampai tahun 2016 di pimpin oleh Elizar. pada tahun 2017 sampai saat 

sekarang dipimpin olhe T. Mukhlis. 

 

B. Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung 

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 

tentang perubahan penamaan “Desa” menjadi “Kampung” maka nama sebutan 

Desa menjadi Kampung, kemudian Kepala Desa berubah menjadi Penghulu, 

sebutan Sekretaris Desa(SEKDES) berubah menjadi Kerani, Kepala Urusan 

berubah menjadi Juru Tulis, Rukun Warga berubah menjadi Rukun Kampung, 

dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) berubah menjadi Badan 

Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM). 

Berikut ketentuan umum pada peratuaran perubahan penamaan Desa 

menjadi Kampung tersebut; pada Pasal 1 
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1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Siak. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanutnya disebut DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa yang selenjutnya 

disebut BPMPD Kabupaten Siak 

7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

SKPD Pemeirntah Kabupaten Siak. 

8. Kecamata atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari 

daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. 

9. Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang 

memilki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masysarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui 
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dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

10. Pemerintah Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat penghulu 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung. 

12. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan. 

13. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disebut BAPEKAM adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

14. Perangkat kampung adalah unsur pembentu penghulu dalam 

melaksanankan tugas Pemerintah Kampung. 

15. Kerani adalah nama lain dari Sekretaris Desa. 

16. Wilayah atau Dusun, Rukun Kampung yang selanjutnya disebut RK, 

rukun tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah bagian wilayah dalam 

Kampung yang merupakan wilayah penyelenggaraan pemerintahan 

Kampung. 

C. Geografi dan Demografi Kampung Merempan Hilir 

1. Geografi 

Luas wilayah Kampung Merempan Hilir Meliputi 4.500,80 Ha. 

Yang terdiri dari lahan perkebunan 2.012 Ha, Hutan 11 Ha dan lahan 
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lainnya  terdiri dari 2.478 Ha.  Sedangkan luas lahan khas desa terdiri dari  

200 Ha. Sedangkan luas lahan sawah, lahan ladang, danau, waduk dan situ 

tidak termasuk dalam hitungan yang tercatat dalam data offline Kampung 

Mermpan Hilir. Data ini sesuai dengan data online Kampung yang penulis 

ambil saat penulis mengurus surat riset. 

Tabel II.2 Luas wilayah Kampung Merempan Hilir 

NO Luas Wilayah  Ha 

1 Luas tanah sawah 0,00 

2 Luas tanah kering 1.054,00 

3 Luas tanah basah 964,50 

4 Luas tanah perkebunan 2.012,50 

5 Luas fasilitas umum 258,70 

6 Luas tanah hutan 10,70 

Jumlah 4.300,80 

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/

merempan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. 

Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor 

Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian 

di Kampung Merempan Hilir. 

 

2. Demografi 

a. Batas Wilayah Kampung 

1) Sebelah Utara  : Sungai Siak 

2) Sebelah Selatan : Kampung Dayun 

3) Sebelah Timur  :Kelurahan Sei. Mempura 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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4) Sebalah Barat  : Kampung Teluk Merempan 

b. Luas Wilayah Kampung Merempan Hilir 

Luas wilayah Kampung Merempan Hilir Meliputi 4.500,80 Ha. 

Yang terdiri dari lahan perkebunan 2.012 Ha, Hutan 11 Ha dan lahan 

lainnya  terdiri dari 2.478 Ha.  Sedangkan luas lahan khas desa terdiri 

dari  200 Ha. Sedangkan luas lahan sawah, lahan ladang, danau, waduk 

dan situ tidak termasuk dalam hitungan yang tercatat dalam data 

offline Kampung Mermpan Hilir. Data ini sesuai dengan data online 

Kampung yang penulis ambil saat penulis mengurus surat riset. 

Tabel II.3 Luas Wilayah Kampung Merempan Hilir 

No Nama Wilayah Luas wilayah dalam Ha 

1 Lahan Sawah 0 ha 

2 Lahan Ladang 0 ha 

3 Lahan Perkebunan 2.012. ha 

4 Hutan 11. ha 

5 Waduk/danau/situ 0 ha 

6 Tanah Kas Desa 200. ha 

7 Lahan lainnya 2.478. ha 

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/meremp

an_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah 

disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir 

berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir. 

 

 

 

 

 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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c. Orbitrasi Kampung Merempan Hilir 

Jarak tempuh darai pusat pemerintahan kecamatan  adalah 15 

Km, sedangkan dari pusat pemerintahan kota adalah 7 Km. Sedangkan 

untuk jarak tempuh ke ibukota provinsi adalah 120 Km. Data ini 

disesuaikan dengan data offline yang di ambil dari kantor Kampung 

Merempan Hilir. 

Tabel II.4 Orbitrasi Kampung Merempan Hilir 

NO Orbitrasi Jarak 

1 

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 15 Km 

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan 

kendaraan bermotor 

30 menit 

2 

Jarak dari pusat pemerintahan kota 

7 Km 

20 menit Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan 

kendaraan bermotor 

3 

Jarak dari ibu kota 120 Km 

Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan 

kendaraan bermotor 

3 jam 

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merem

pan_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah 

disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan 

Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan 

Hilir. 

d. Jumlah Penduduk Kmpung Merempan Hilir 

Berdasarkan data dari Kantor Kampung Merempan Hilir 

Jumlah penduduk Kampung Merempan Hilir terdiri dari 1879 jiwa, 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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yang meliputi 958 jiwa laki-laki dan 926 perempuan. Dari jumlah 

penduduk yang ada usia dari 18 sampai 55 memiliki persentasi jumlah 

jiwa yang banyak yang meliputi 1.078 jiwa, sedangkan sisanya usia 

antara 0 sampai 17 terdiri dari 551 jiwa dan usia 55 ke aas 245 jiwa. 

Tabel II.4 Jumlah Penduduk Kampung Merempan Hilir 

NO Jumlah penduduk Berdasarkan usia 

dan jenis kelamin 

Jumlah jiwa 

1 Laki-laki 958 jiwa 

2 Perempuan 916 jiwa 

3 Usia 0-17  551 jiwa 

4 Usia 18-55 1.078 jiwa 

5 Usia 55 ke atas 245 jiwa 

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/meremp

an_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah 

disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir 

berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir. 

 
 

D. Keadaan Sosial 

1. Pendidikan 

Dari data yang penulis dapatkan dari Kantor Kampung Merempan 

Hilir, tercatat 40 orang lulus TK, 683 orang lulus SD sederajat, 307 orang 

lulus SMP sederajat, 321 orang lulus SMA sederajat, 23orang lulus 

Akademi D1 D3, 19 orang Sarjana S1 dan 24 orang tidak sekolah.
17
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 data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 

Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung 

Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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Adapun jenjang pendidikan yang ada di Kampung Merempan Hilir 

hingga saat ini secara infrastruktur cukup meningkat, nanmun lebih 

sekedaar membangun gedung sekolah tentunya tidak kalah penting adalah 

memberikan dukungan dan pembinaan kepada pelaku pendidik, berikut 

adalah tabel jenjang pendidikan Kampung Merempan Hilir; 

Tabel II.5 Jenjang Pendidikan Masyarakat Kampung Merempan 

Hilir 

 

NO Jenjang Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-kanak 40 Orang 

2 Sekolah Dasar/Sederajat 683 Orang 

3 SMP/Sederajat 307 Orang 

4 SMA/Sederajat 321 Orang 

5 Akademi/D1, D3 23 Orang 

6 Sarjana S1 19 Orang 

7 Sarjana S2 0 Orang 

8 Sarjana S3 0 Orang 

9 Tidak Lulus 0 Orang 

10 Tidak Bersekolah 24 Orang 

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan

_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah 

disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir 

berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir. 

Sedangkan lembaga pendidikan yang ada di Kampung Merempan 

Hilir teridiri dari satu gedung Perpustakaan, satu geduang PAUD, Satu 

gedung TK, Dua gedung Sekolah Dasar(SD) Satu gedung Sekolah SMP 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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dan satu gedung SMA.
18

 Berikut tabel lembaga pendidikan yang ada di 

Kampung Merempan Hilir. 

Tabel II.6 Lembaga Pendidikan Kampung Merempan Hilir 

NO Lembaga Pendidikan Jumlah  

1 Perpustakaan Desa 1 Gedung 

2 Gedung Sekolah PAUD 1 Gedung 

3 Gedung Sekolah  TK 1 Gedung 

4 Gedung Sekolah SD 2 Gedung 

5 Gedung Sekolah SMP 1 Gedung 

6 Gedung Sekolah SMA 1 Gedung 

7 Gedung Perguruan Tinggi 0 Gedung 

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan

_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah 

disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir 

berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir. 

2. Keagamaan 

Dalam masalah agama di Kampung Merempan Hilir tercatat 

terdapat 1819 orang yang beragama Islam dan 55 orang yang beragama 

keristen. Dari jumah penduduk yang memiliki kepercayaan tersebut 

terdapat prasarana ibadah 4 masjid dan 5 mushola.  

 

                                                             
18

data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 

Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung 

Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir  

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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Tabel II. 7 Jumlah Penaganut Keagamaan dan Sarana Ibadah 

NO Agama Jumlah Sarana Ibadah 

1 Islam 1819 orang penganut 

Masjid  4 bangunan 

Mushola 5 mushola 

2 Keristen 55 orang penganut Tidak tersedia sarana ibadah 

 

3. Ekonomi  

a. Keuangan Kampung Merempan Hilir 

Jumlah anggaran Kampung Merempan Hilir mencapai Rp. 

2.204.721.111; anggaran tersebut bersumber dari APBD 

Kabupaten/Kota senilai Rp. 7.955.711. bantuan pemerintah 

Kabupaten/kota senilai Rp. 52.500.000. bantuan pemerintah Provinsi 

senilai Rp. 100.000.000. bantuan pemeirntah pusat senilai Rp. 871. 

558.000. dan pendapatan asli kampung Rp. 7.109.709. alokasi dana 

desa berjumlah Rp. 1.165.597.631;  

Dari dana anggaran tersebut di alokasikan untuk belanja publik 

atau belanja pembangunan senilai Rp. 1.330.687.080; dan untuk gaji 

aparatur pegawai senilai Rp. 939.681.793;
19

 

Untuk mempermudah dalam memahami kami merangkum 

dalam bentuk tabel sebagai berikut; 
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data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada 

tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline 

dari Kantor Kampung Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung 

Merempan Hilir 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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Tabel II.8 Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Kampung 

Merempan Hilir 

 

NO Sumber Anggaran Rp. 2.204.721.111,00 Jumlah 

1 APBD Kabupaten Kota Rp. 7.955.771,00 

2 Bantuan Pemerintah kabupaten Kota Rp. 52.500.000,00 

3 Bantuan Pemerintah Provinsi Rp. 100.000.000,00 

4 Bantuan Pemerintah Pusat Rp. 871.558.000,00 

5 Pendapatan Asli Desa Rp. 7.109.709,00 

6 Sewadaya Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

Rp. 0,00 

7 Alokasi Dana Desa Rp. 

1.165.597.631,00 

8 Sumber Pendapatan dari Perusahaan 

yang ada di Desa/Kelurahan 

Rp. 0,00 

9 Sumber Pendapatan Lain yang Sah dan 

tidak Mengikat 

Rp. 0,00 

Belanja 

1 Jumlah Belanja Publik/Belanja 

Pembangunan 

Rp. 

1.330.687.080,00 

2 Jumlah Belanja Aparatur/Pegawai Rp. 939.681.793,00 

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempa

n_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah 

disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir 

berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir. 

b. Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Kampung Merempan Hilir 

Berdasarkan data dari kantor Kampung Merempan Hilir 

masyarakat ynag berkerja sebagai wiraswasta berjumlah 140 laki-laki 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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dan 69 perempuan, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap 

berjumlah 38 laki-laki dan 28 perempuan, masyarakat yang berkerja 

sebagai buruh harian lepas berjumlah 97 laki-laki dan 56 perempuan 

dan 2 orang sebagai supir, berikut dalam bentuk tabel; 

Tabel II.9Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Kampung 

Merempan Hilir 

NO Jenis Pekerjaan Laki-laki Permepuan 

1 Wiraswasta 140 orang 69 orang 

2 Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap 38 orang 28 orang 

3 Buruh Harian Lepas 97 orang 0 orang 

4 Supir 2 orang 0 orang 

Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/meremp

an_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah 

disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir 

berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir. 

c. Pendapatan perkapita dan sektor mata pencaharian 

Pendapatan perkapita masyarakat Kampung Merempan Hilir 

dilihat dari sektor usaha terdiri dari 23 keluarga, namun untuk saat ini 

belum dapat ditentukan berapa hasil perkapitanya, dilihat dari 

pendapatan rill masyarakat, jumlah rata-rata pendapat masyarakat 

berjumlah Rp. 2.000.000,00 

Dari sektor mata pencaharian masyarakat bekerja sebagai buruh 

tani tercatat 23 orang, pemilik usaha tani 470 orang. Disektor indusri 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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tercatat 40 orang sebagai karyawan perusahaan swasta, dan di bidang 

jasa terdapat 2 0rang bidan.
20

 

d. Lembaga Ekonomi 

Lembaga ekonomi yang tercatat di Kampung Merempan Hilir 

terdiri dari Bumdes sebagai unit usaha desa, terdapat lima rumah makan 

di bidang industri kecil dan menengah, juga terdapat 6 toko atau kios 

dibidang perdagangan, juga terdapat 25 unit pengecer gas dan BBM, 

dan dibidang keterampilan terdapat satu usaha tukang jahit dan satu 

usaha tukang service elektronik.  

Tabel II.10Lembaga Ekonomi Masyarakat Kampung Merempan 

Hilir 

NO Jenis Lembaga Ekonomi Jumlah 

Unit 

1 Lembaga Ekonomi, dan Unit 

Desa/Kelurahan 

Bumdes 1 

2 Industri Kecil dan Menengah 

Rumah Makan dan 

Restauran 

5 

3 Usaha Jasa dan Perdagangan Usaha toko/kios 6 unit 

4 Usaha Jasa Gas dan BBM Pengecer gas dan 

BBM 

26 unit 

5 Usaha Jasa Keterampilan 

Tukan jahit/bordir 1 unit 

Tukang service 

elektronik 

1 unit 
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data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir pada tanggal 23 

Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung 

Merempan Hilir berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir  

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempan_hilir
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Sumber: data online Kampung Merempan Hilir melalui situs 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/datapokok_desa/merempa

n_hilir pada tanggal 23 Januari 2019, waktu 02:54 PM. Yang telah 

disesuaikan dengan data offline dari Kantor Kampung Merempan Hilir 

berdasarkan izin surat riset penelitian di Kampung Merempan Hilir. 

4. Budaya dan Adat Istiadat 

Adat istiadat merupakan suaatu ciri setiap masyarakat dimanapun 

berada, adat istiadat pada maysarakat memiliki perbedaan antara daerah 

yang satu dan daerah yang lainnya, hal ini disebabkan karena keadaan 

lingkungan dan cara bergaul mereka yang berbeda.  

Penduduk Kampung Merempan Hilir pada dasarnya memiliki etnis 

dan suku dengan ciri khas adat yang melekat, Kampung Merempan Hilir 

dengan berbagai suku Melayu, Jawa, Minang, Batak semua membawa adat 

istiadat yang berbeda. Namun di Kampung Merempan Hilir menerapkan 

adat istiadat melayu sebagai tradisi adat kampung, sehingga pada saat 

acara-acara yang sakral seperti acara pernikahan, khitanan, atau acara-acara 

lain bayak ditemui adat melayu sebagai corak utamanya meskipun yang 

sedang memiliki acara bukan dari suku melayu.  
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BAB III 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Denda 

Dalam Islam terdapat banyak contoh penerapan denda, diantaranya 

dam (denda) dalam haji, zihar dan Illa‟ dalam pernikahan, denda fidyah dalam 

puasa wajib, dan sumpah. denda secara umum penulis bahas pada sub bab 

Pengertian Denda. 

1. Pengertian Denda 

Denda adalah suatu bentuk hukuman yang berupa keharusan untuk 

membayar dalam bentuk uang, barang, benda tertentu yang sifatnya 

bernilai, karena telah melanggar aturan, undang-undang, atau ketentuan-

ketentuan yang serupa. Denda merupakan hukuman untuk memberikan 

efek jera bagi yang melanggar, dan sebagai pelajaran bagi masyarakat 

sekitar. Dalam adat adalah hukuman berupa keharusan untuk membayar 

sesuai aturan yang telah ditetapkan, karena telah melanggar aturan yang 

telah ditetapkan oleh adat setempat. 

Islam menyebut denda sebagai gharamah yang hukumannya belum 

ditentukan oleh syara‟, hukum setempat yang menetukan bentuk hukuman 

sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan, hukuman ini didalam 

Islam disebut ta‟zir. 

2. Kebolehan Menerapkan Denda dalam Pernikahan 

Terdapat beberapa hal yang memperbolehkan denda dalam 

pernikahan, seperti halnya illa‟ dan zihar yang mewajibkan kafarat apabila 

melanggarnya, 
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Dalam illa‟ jika seorang suami bersumpah dengan nama Allah atau 

salah satu sifatnya, misalnya “Demi Allah aku tidak dekati kamu”, maka 

diwajibkan kafarat sumpah kepadanya, sebagaimana halnya semua 

sumpah. Yang berupa memberikan makan sepuluh orang dalam satu hari, 

atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan seorang budak, 

sesuai dengan tingkatan ekonominya. Jika dia sama sekali tidak memiliki 

uang maka, karena dia adalah orang miskin, maka diwajibkan kepadanya 

untuk berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Jika dia menepati kafarat 

maka illa‟ segera jatuh. Jika seorang suami bersumpah dengan syarat dan 

balasan misalnya, “jika aku dekati kamu, maka aku harus melaksanakan 

ibadah haji”, atau “kamu tertalak” maka dia harus memenuhi bagian yang 

dia gantungkan, jika dia langgar sumpahnya. Maksudnya dia harus 

memenuhi apa yang dijadikan sumpah, seperti halnya semua sumpah yang 

bergantung dengan syarat dan balasan.
21

 

Dalam zihar terdapat kafarat yang merupakan denda akibat 

melanggar sumpah yang telah diucapkan seorang suami terhadap istri yang 

telah di ziharnya, setelah seorang suami menzihar istri maka tidak halal 

baginya bersetubuh sampai seoarang suami tersebut menarik sumpahnya 

dengan membayar kafarat.  

kafarat bagi pelanggaran zihar yang pertama adalah memerdekakan 

budak, jika tidak mampu memerdekakan budak maka yang kedua adalah 

berpuasa selama dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu berpuasa 

maka memberikan makan enam puluh orang msikin. 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila‟ 
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Kafarat dalam zihar adalah kafarat sumpah, sehingga tidak 

diwajibkan kafarat sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam zihar, niat 

seorang suami untuk setubuh dengan istri adalah pelanggaran sumpah 

yang mewajibkan membayar kafarat. Kafarat tetap berlaku jika seorang 

istri meminta untuk bersetubuh, karena istri hal tersebut merupakan hak 

istri yang haru dipenuhi suami. 

 

B. Pernikahan dalam Islam 

Pernikahan dalam Islam, bertujuan untuk menundukkan pandangan 

mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh 

Allah, dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhai Allah 

disamping untuk menciptakan ketenteraman hidup, kasih sayang dan cinta-

mencintai antara suami istri dan anak-anak.
22

 Untuk itu suami istri perlu saling 

membantu dan melengkapi.
23

 Masing-masing saling menunjukkan dan 

memandang pasangannya sebagai pribadi yang dicintai. Kearifan  yang timbul 

dari perasaan cinta dan kebersamaan di dalam mengerjakan segala sesuatu 

yang menyenangkan keduanya merupakan cara-cara dasar yang menyebabkan 

langgengnya suatu perkawinan.
24

 

1. Pengertian Nikah  

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah 

pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang 

didalam syari‟at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat  
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berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang 

dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, 

memeluk, dan sebagainya, jika  perempuan tersebut bukan termasuk 

mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.
25

 

Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya Fikih Keluarga, 

mendefiniskan, nikah menurut bahasa berarti penggabungan dan 

pencampuran, sedangkan menurut istilah syara‟, nikah berarti akad antara 

pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan 

menjadi halal.
26

 

Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam mengartikan nikah 

adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 

kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang bukan mahram.
27

 

Didalam literatur lain disebutkan perkawinan adalah suatu akad 

dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan, yang dengan 

akad itu menjadi halal suatu persetubuhan dan mengikat pihak yang 

diakadkan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan kekal.
28

 

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah  dalam bukunya Fiqih Wanita 

Edisi Lengkap, mengartikan nikah sebagai akad, atau berhubungan badan.
29
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan perkawinan adalah aqad 

yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah SWT. 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.
30

 

2. Dasar Hukum Nikah 

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah 

dan juga diperintahkan Nabi. Banyak perintah-perintah Allah SWT 

didalam Al-Qur‟an untuk melaksankan perkawinan. Diantara Firman-Nya 

adalah dalam QS. an-Nur (24):32:
31

 

لِحِيَْْ مِنْ عِبَادكُِمْ وَاِمَائِكُمْاِنْ يَّكُوْنُ وْا فُ قَراَءَ وَانَْكِحُوا الْايَاَمٰى مِنْكُمْ وَا لصّٰ
وُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  وُ مِنْ فَضْلِهوَاللّٰ  يُ غْنِهِمُ اللّٰ

Artinya : Dan kawinikanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. Jika mereka miskin Allah memampukan mereka 

dengan kurnia-Nya.  Dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya)Lagi Maha mengetahui. 

Begitupula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan 

perkawinan. Diantaranya seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik 

menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban sabda Nabi yang 

bunyinya:
32

 

 تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الامم يوم القيا مة.
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Artinya : kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, 

karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum 

dihari kiamat. 

 
Nabi SAW. Juga memerintahkan dan menghimbau untuk menikah. 

Beliau bersabda:
33

 

عَنْ عَبْدِ الِله بْنُ مَسْعُوْدِ رَضِيَ الُله عَنْوُ قاَلَ لنََا رَسُوْلُ الِله صَلَى الِله عَلَيْوِ 
بَا بُ, مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَأةََ فَ لْيَتَ زَوَّجْ, فاَِنَّوُ أغََضُّ وَسَلَ  مَ. )ياَ مَعْشَرَ الشَّ

وْمِ, فاَِنَّوُ لَوُ وجَِاءٌ(  للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجْ, وَ مَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ باِالصَّ
 

Artinya : Abdullah Ibnu Mas‟ud Radhiyallahu‟anhu Berkata: Rasulullah 

Shalallahu „alaihi wa sallam bersabda pada kami: wahai 

sekalian pemuda! Barangsiapa diantara kalian telah mampu 

menikah, hendaknya segera menikah karena pernikahan itu 

lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, 

barang siapa yang belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab 

ia dapat mengendalikanmu.  

Hukum nikah secara syar‟i ada lima macam, terkadang menjadi 

wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang 

menjadi haram dan terakadang menjadi makruh. 

a. Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke 

dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena menikah adalah 

jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.
34
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b. Menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa 

khawatir terjerumus ke dalam perzinaan karena pernikahan ini 

mengandung berbagai  kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki 

dan wanita. Juga bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk 

menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai 

perlengkapan  untuk melangsungkan perkawinan.
35

 

c. Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan 

untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, 

ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.
36

 

d. Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat 

memenuhi ketentuan syara‟ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin 

perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara‟, sedangkan dia 

meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
37

 

e. Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk 

kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk 

kawin juga belum ada.
38

 

3. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang 

mampu untuk segera melaksanakannya. Karena itu dengan perkawinan, 

dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan 
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zina.
39

 Oleh karena itu perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan 

rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan 

disyariatkannya perkawinan tercapai.
40

 

Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan 

merupakan bagian atau unsur yang mewujudkankya. Sedangkan syarat 

adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakn unsurnya. 

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku 

dalam setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri 

dalam arti tidak merupakan kriteria dan unsur-unsur rukun.
41

 

Yang  menjadi rukun suatu  pernikahan adalah: 

Drs. H. Aliy As‟ad dalam bukunya fathul Mu‟in  menulis 

 )أرَكَْانوُُ(اَيِ النِّكَاحِ خََْسَةٌ : زَوْجَةٌ, وَزَوْجٌ, وَوَلٌِ, وَشَا ىِدَانِ, وَصِغَةٌ.

Aritnya : Rukun nikah ada lima, yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua 

orang saksi dan sighat.
42

 

a. Calon Suami 

 Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi 

syarat: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau kemauan 
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sendiri, orang tertentu atau jelas orangnya atau tidak sedang dalam 

ihram
43

 dan minimum berumur 19 tahun.  

b. Calon Istri 

Calon istri yang akan menikah harus tidak ada larangan syar‟i, 

yaitu: tidak bersuami, bukan mahram dan tidak dalam masa iddah. 

Seorang istri juga harus jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram 

haji
44

 dan merdeka atas kemauan sendiri. 

Al-Qur‟an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan 

persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. 

Namun dalam hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin 

persetujuan tersebut diantaranya; 

Hadis Nabi Abu Hurairah muttafaq alaih yang berbunyi: 

تنَكِحُ الَأيََُّّ حَتََّّ تَستَأمِرُ وَلَا تنَكِحُ البِكرُ حَتََّّ تَستَأذِنُ, قاَلُوا  لَا 
 ياَرَسُولَ اللَّوِ وكََيفَ أِذنِِاَ قاَلَ ان تسكت

Artinya : perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali 

setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih 

perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah diminta 

izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk 

izinnya Nabi berkata izinnya adalah diamnya. 

 

Hadis Nabi dari Ibnu Abbaas menurut riwayat Muslim yang 

berbunyi; 
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 مِنْ وَليِِهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأذََنُ فِ نَ فْسِهَا وَإِذْنُ هَا صُمَاتُُاَ الَْاَيََُّّ أَحَقُّ بنَِ فْسِهَا 
Artinya : Seorang janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan 

walinya dan perempuan bikir diminta izinnya, sedangkan 

izinnya itu adalah diamnya. 

Dari hadis di atas keharusan adanya izin dari perempuan yang 

dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang, 

sedangkan terhadap perempuan yang masih perawan cukup hanya 

dengan diamnya.
45

 

c. Wali Nikah 

 Wali di dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak 

atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Terdapat 

empat kelompok wali yang memiliki hak untuk menikahkan seorang 

perempuan. Yaitu: wali nasab,wali hakim, wali tahkim dan wali 

maula.
46

 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab 

dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan,
47

 di dalam wali 

nasab ayah kandung, atau kakek dari ayah dan seterusnya ke atas 

memiliki hak ijbar
48

dalam kedudukan perwalian. 

Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk dan diberi hak oleh 

pemerintah atau pihak yang diberi kuasa pada daerah tersebut untuk 
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menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Di 

Indonesia dalam hal ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA).
49

 

Dalam pasal 23 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa wali 

hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 

ada atau tidak mungkin untuk menghadirkanya atau tidak diketahui 

tempat tingggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
50

 

Wali tahkim adalah wali yang dipilah oleh calon suami atau 

calon istri. Wali tahkim baru dapat menikahkan apabila wali nasab 

tidak ada, wali nasab gaib, tidak ada Qadi atau pegawai pencatat 

nikah.
51

 

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya 

majikannya sendiri. Laki-laki yang boleh menikakan perempuan yang 

berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela 

menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba 

sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.
52

 

d. Dua Orang Saksi 

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad 

nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang 

saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, 

apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat 

hukumnya nikah tersebut tidah sah. Pasal 26 Undang-undang 
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Perkawinan ayat (1) menegaskan: ”Perkawinan yang dilangsungkan di 

muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah 

yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang 

saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis 

keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami istri”.
53

 

e. Aqadnikah 

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk 

hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan 

pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad 

berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setuju disebut kabul. 

Kedua pernyataan antara ijab dan kabul inilah yang dinamakan akad 

dalam pernikahan.
54

 

Syarat nikah dapat dibagi menjadi dua bagian, bagian yang 

pertama adalah syarat yang berkaitan dengan unsur rukun, sedangkan 

syarat yang kedua adalah syarat yang tidak berkaitan dengan rukun. 

Adapun syarat nikah yang berkaitan dengan rukun adalah: 

1) Syarat bagi calon suami, yaitu, (1) tidak dipaksa atau terpaksa, (2) 

tidak dalam iharam haji atau umrah, (3) Islam. (4) Bukan mahram 

dari calon istri, (5) jelaas orangnya, (6) dan minimum berumur 19 

tahun.
55
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2) Syarat bagi calon Istri adalah, (1) tidak dalam masa iddah, (2) tidak 

bersuami, (3) bukan mahram dari calon suami, (4) bukan 

perempuan musyrik, (5) jelas orangnya, (6) tidak sedang dalam 

ihram, (7) merdeka atas kemauan sendiri
56

 

3) Syarat bagi seorang wali, yaitu  (1) laki-laki, (2) baligh, (3) berakal 

sehat, (4) tidak dipaksa, (5) adil.
57

 

4) Syarat bagi saksi adalah (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) 

baligh, (4) berakal Sehat, (5) dapat berbicara dan melihat, (6) 

adil.
58

 

Sedangkan syarat nikah yang tidak berkaitan pada unsur rukun 

adalah: 

Mahar adalah  pemberian dari calon mempelai pria kepada 

calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukumnya wajib, yang 

merupakan salah satu syarat sahnya nikah.
59

 Mahar hanya diberikan 

oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada yang lainnya atau 

siapapun walaupun sangat dekat dengannya. orang lain tidak boleh 

menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, 

                                                                                                                                                                       
calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 
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dilangsungkan. (pasal 17 (2) KHI) 
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kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. Allah SWt barfirman dalam 

QS. An-Nisa (4):4:
60

 

نْوُ نَ فْسًا فَكُلُوْهُ  ءَ وَاٰ تُوا النِّسَا صَدُقٰتِهِنَّ نِِْلَةًفاَِنْ طِبَْْ لَ كُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّ
ريِْْۤ   ٴ   اىَنِيْْۤ ئً ا مَّ

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 

sebagaian dari maskawin itu dengan senang hati, maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Tunangan  

Sungguh Islam telah menjadikan khitbah sebagai perantara untuk 

mengetahui sifat-sifat wanita yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang 

terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya 

sehingga menuju pelaksanaan akad pernikahan.
61

 

1. Pengertian Tunangan dalam Islam 

Tunangan dalam Islam sering disebut khitbah, atau dalam bahasa 

lainnya sering disebut pinangan. Meminang maksudnya seorang laki-laki 

meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-

cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang 

termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah 

menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan menikah, lebih 
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dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga 

pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan 

penilaian yang jelas.
62

 

Khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan 

kecendrungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus 

dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, jika telah ditemukan 

rasa kecookan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk 

dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam 

kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa 

tentram tenang dan penuh kasih sayang.
63

 

2. Syarat sah khitbah 

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, 

ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan.
64

 Terdapat syarat yang 

harus dipenuhi untuk dapat mengkhitbah seorang wanita; 

a. Tidak ada penghalang untuk melaksanakan pernikahan dengan wanita 

yang dipinang.
65

 

b. Tidak dalam pinangan orang lain, sampai jelas bahwa wanita yang 

dilamar tersebut tidak lagi dalam keadaan dilamar, baik itu karena 

ditolak, pembatalan, atau karena pengunduran salah satu pihak. Setelah 

keadaannya jelas barulah boleh melamar wanita tersebut. 

c.  Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena  talak raj‟i. 
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d. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba‟in, hendaklah 

meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan) 

3. Wanita yang tidak boleh dipinang (Khitbah) 

a. Wanita yang masih termasuk mahram 

Tidak semua wanita boleh dinikahi, maka semua wanita yang 

tidak boleh dinikahi  juga tidak boleh dipinang. Wanita yang boleh 

dinikahi hanya wanita yang terlepas dari Mahram mu‟abbad dan 

Mahram mu‟aqqad, Larangan perkawinan yang tercantum dalam Al-

Qur‟an termasuk ayat-ayat yang sudah rinci. Ini berarti selain dari yang 

dilarang dalam Al-qur‟an tersebut diperbolehkan.
66

dalam Al-Quran 

Allah swt berfirman pada QS. an-Nisa (4):23: 

اتُكُمْ وَ  هَاتُكُمْ وَبَ نَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّ خَالَاتُكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ
تِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  هَاتُكُمُ اللََّّ وَبَ نَاتُ الْأَخِ وَبَ نَاتُ الْأُخْتِ وَأمَُّ
تِ فِ حُجُوركُِمْ مِنْ  هَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَباَئبُِكُمُ اللََّّ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأمَُّ

تِ دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فإَِنْ لََْ تَكُ  ونوُا دَخَلْتُمْ بِِِنَّ فَلََّ جُنَاحَ نِسَائِكُمُ اللََّّ
عَلَيْكُمْ وَحَلََّئِلُ أبَْ نَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلََّبِكُمْ وَأَنْ تََْمَعُوا بَ يَْْ الْأُخْتَ يِْْ 

 .إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّوَ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا
Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-mu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, 

saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-

saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan 

dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 

menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu 
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isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah 

kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; 

(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 

(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang. 

 

Ayat diatas merupakan dasar yang kuat dan rinci sebagai 

landasan larangan nikah.  

1) Larangan meminang wanita karena mahram mu‟abbad 

Haram meminang wanita yang berada dalam garis mahram 

mu‟abbad, karena hukum menikahi wanita yang berada dalam 

garis mahram mu‟abbadadalah haram. Wanita yang berada dalam 

garis mahram mu‟abbadini diantaranya adalah seluruh wanita yang 

berada dalam pertalian nasab, wanita yang berada dalam garis 

hubungan sepersusuan, wanita yang berada dalam garis 

mushaharah.
67

 

2) Larangan meminang wanita karenamahram mu‟aqqad 

Tidak boleh seorang laki-laki meminag wanita yang berada 

dalam garis mahram mu‟aqqad, kerena haram apabila dinikahi, 

mahram mu‟aqqadadalah larangan nikah yang berlaku sementara, 

artinya dalam waktu dimasa yang akan datang apabila penghalang 
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larangan tersebut hilang maka boleh dinikahi dan larangan tersebut 

tidak berlaku lagi.
68

 

b. Wanita yang sedang dalam masa iddah 

1) Wanita yang ber-iddah talak raj‟i 

Haram hukumnya mengkhitbah wanita dalam masa iddah 

talak raj‟i, baik dengan menggunakan bahasa yang tegas maupun 

menggunakan bahasa sindiran. 
69

 

2) Wanita yang ber-iddah talak ba‟in 

Haram mengkhitbah wanita yang berada dalam masa 

„idahtalak ba‟in qubra dengan kalimat yang jelas dan tegas. 

Namun jika menggunakan bahasa sindiran di bolehkan.
70

 Alasan 

kebolehan mengkhitbah wanita yang berada dalam masa „idahtalak 

ba‟in qubraini adalah bahwa talak ini memutuskan hubungan 

pasangan suami istri karena ia menjadi haram, sementara bagi 

sipenalak tidak harapan kembali sebelum dinikahi laki-laki lain.
71

 

3) Wanita yang ber-iddah talak ba‟in sughra 

Dalam hal ini Ulama Malikiyah berpendapat bahwa boleh 

meminang yang berada dalam masa „idah talak ba‟in sughra 

dengan bahasa sindiran. Sedangkan menurut pendapat ulama 
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Syafi‟iyah, Hanafiyah dan Hanabilah mengharamkan meminang 

wanita yang berada dalam masa „iddah talak ba‟in sughrabaik 

dengan sindiran maupun dengan bahasa yang jelas. Hal  ini 

dikarenakan karena si mantan suami masih mempunyai hak untuk 

meminang dan menikah dengan akad baru. Memberikan 

kesempatan laki-laki lain untuk meminang dapat menimbulkan 

permusuhan karena dianggap merampas hak sipenalak.
72

 

4) Wanita yang ber-iddah karena khulu‟ atau fasakh 

Tidak boleh meminang wanita yang berada dalam masa 

„iddah karena khulu‟ atau fasakhsecara terang terangan kecuali 

sipencerai, bagi sipencerai boleh meminang baik secara sindiran 

ataupun terang-terang, kecuali wanita itu jatuh pada masa „idah 

talak ba‟in qubra,
73

 

5) Wanita yang ber-iddah karena kematian suami 

Tidak boleh meminang wanita yang sedang berada pada 

masa „iddah karena kematian suami secara terang dan jelas. 

Namun secara sindiran diperbolehkan.
74

 

c. Wanita yang sudah terpinang 

Salah satu yang menjadi syarat meminang adalah wanita 

tersebut belum dipinang oleh orang lain. Dalam kondisi ini terlarang 
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meminang sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

bahwa Nabi saw. Bersabda:
75

 

Hanya ada satu keadaan yang harus dipilih wanita yang sudah 

dilamar, dari lima kemungkinan keadaan. 

1) Wanita tersebut memberikan jawaban kepada laki-laki yang 

melamarnya, atau menyuruh walinya untuk menyampaikan 

jawaban. Dalam keadaan seperti ini laki-laki lain tidak boleh 

melamarnya, karena jika laki-laki lain melamarnya bisa 

menimbulkan kerusakan terhadap pelamar pertama dan akhirnya 

terjadi permusuhan diantara manusia.
76

 

2) Wanita itu memberikan jawaban dengan isyarat (sindiran) yang 

tidak jelas, seperti perkataan wanita yang dilamar, “aku suka 

kamu”.  Jawaban sindiran seperti ini biasanya disampaikan oleh 

gadis yang merasa malu untuk menyampaikan perasaanya secara 

jelas, atau seorang janda yang masih berada pada masa iddah,  

sedangkan laki-laki yang melamarnya tidak mengetahui 

keadaannya.  

3) Wanita yang dilamar memberikan jawaban secara terus terang 

bahwa dia menolak lamaran seorang laki-laki yang melamarnya. 

Dalam keadaan seperti ini laki-laki lain tidak dilarang untuk 

melamarnya. 
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4) Wanita yang dilamar tidak menerima juga tidak menolak. Dalam 

keadaan seperti ini tentunya orang yang diam itu tidak 

mengeluarkan pernyataan, sehingga pada dasarnya wanita itu boleh 

dilamar. 

5) Jika pelamar pertama adalah orang yang buruk akhlak dan 

agamanya sementara pelamar kedua adalah orang yang baik akhlak 

dan agamanya, dalam keadaan seperti ini jika wanita tersebut sudah 

menerima lamarannya maka tidak boleh dilamar sampai wanita 

tersebut membatalkan lamarannya.
77

 

4. Melihat Tunangan  

Syari‟at  Islam memperbolehkan seseorang laki-laki memandang 

wanita yang di khitbah, bahkan dianjurkan dan disunnahkan karena 

pandangan peminang terhadap terpinang merupakan bagian dari sarana 

keberlangsungan  hidup pernikahan dan ketentraman. Diantara dalil yang 

menunjukkan bolehnya memandang wanita karena khitbah sebagaiman 

yang diriwayatkan Nabi saw: 

طب امراءة فقا ل لو رسول الله صلى الله عن المغير ة ابن شعبة انو خ
عليو وسلم : انظرت اليها قال : لا,قل : انظر اليها فانو ان يؤدم 

 )رواه النسا ئي وابن ما جو ولتر مذي(بينكما. 
Artinya: Dari Mughirah bin syu‟bah, ia meminang seseorang perempuan, 

lalu Rasulullah Saw. Bertanya kepadanya: Sudahkah kau lihat 

dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu 

agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.
78
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a. Batasan dalam melihat wanita yang dipinang (anggota tubuh yang 

boleh dilihat) 

Pendapat mayoritas Fuqaha‟ seperti Imam Malik, Asy-Syafi‟i, 

dan Ahmad mengatakan bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang 

boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat 

menghimpun segala kecantikan dan  mengungkapkan banyak nilai-

nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan 

dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.
79

 

Ulama Hanbali berpendapat bahwa batas kebolehan 

memandang anggota tubuh wanita yang dipinang sebagaimana 

memandang wanita mahram, yaitu apa yang tampak pada wanita pada 

umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak 

tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya. Tidak boleh 

mamandang anggota tubuh yang pada umumnya terutup seperti dada, 

punggung, dan sesamanya.
80

 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar anggota tubuh 

yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan  

dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh 

tersebut dinilai cukup untuk orang yang ingin mengetahui kondisi 

tubuhnya. Menyingkap dan memandang wanita lebih dari anggota 

tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumya 

diduga maslahat. Dalam melihat wanita yang dipinang cukup 
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memandang anggota tubuh tersebut saja sebagaimana wanita boleh 

terbuka kedua tumit, wajah, dan kedua telapak tangannya ketika dalam 

shalat dan haji. 

Dawud Azh-Zahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh 

anggota tubuh wanita terpinang yang diinginkan.
81

 

b. Kebolehan wanita terpinang dalam memandang laki-laki yang 

meminang. 

Syariat Islam memperbolehkan wanita terpinag melihat laki-

laki peminang sebagaimana laki-laki peminang melihatnya, agar 

semakin jelas kedudukannya sebelum masuk pada akad nikah. 

Keberlangsungan kasih sayang antara suami istri tidak hanya terletak 

pada seorang laki-laki, akan tetapi masing-masing pihak adalah unsur 

dalam kasih sayang. Jika laki-laki mencari wanita pinangan yang baik, 

wanitapun senang jika dinikahi seorang laki-laki yang baik pula bagi 

dirinya.  

Dalam syariat Islam pandangan wanita saat khitbah terhadap 

laki-laki lebih utama dan sangat penting dari pada pandangan laki-laki 

terhadap wanita, karena wanita setelah menikah , jika tidak cinta, ia 

tidak kuasa untuk membebaskan diri.
82

 

5. Batasan Pergaulan Pada Saat Tunangan 

Haram menyendiri dengan tunangan, karena bukan mahramnya, 

sebab belum dinikahinya. Agama tidak memperbolehkan melakukan 
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sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedangkan perbuatan-

perbuatan lainnya tetap haram.
83

 

Berduaan dengan perempuan yang dipinang itu tidak disyariatkan, 

karena mereka berdua masih bersetatus orang asing bagi yang lainnya. 

Apabila ia hendak berbicara dengannya, untuk dapat mengenal tingkat 

pengetahuan, kebudayaan, atau kepribadiannya maka ia boleh 

melakukannya dengan menghadirkan seorang mahram. 

Adapun berjalan berduaan tanpa dihadiri mahram, juga dilarang 

oleh syariat. Karena mereka berdua memiliki hawa nafsu yang sewaktu-

waktu dapat mengalahkan mereka. Meski mereka berharap, bahwa mereka 

berdua akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi mungkin saja 

perkawinan itu tidak akan pernah terjadi. Sehingga mendorong mereka 

untuk melakukan sesuatu yang merugikan dan merusak citra keluarga.
84

 

6. Hikmah disyariatkan Khitbah 

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai 

pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Hikmah 

diyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan 

perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu 

kedua belah pihak dapat saling mengenal.
85
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D. Pembatalan Pertunangan 

Tunangan adalah sekedar janji nikah, bukan akad yang bersifat tidak 

bisa dibatalkan. Membatalkan tunangan merupakan hak yang dimiliki oleh 

kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Syariat tidak menjatuhkan 

hukuman secara materi untuk pembatalan janji ini.
86

 

1. Batasan Kebolehan dalam Membatalkan Pertunangan 

Mengenai batasan kebolehan dalam membatalkan tunangan tidak 

terlepas dari adanya sebab yang timbul sebelum akad nikah di laksanakan. 

Sebab-sebab tersebut ada yang timbul karena ketidak sengajaan, kematian 

salah satu pihak calon pengantin misalnya. Atau ada sebab yang disengaja 

untuk dibatalkan, baik secara sepihak maupun karena kesepakatan kedua 

belah pihak untuk saling membatalkan pertunangan. Pembatalan sepihak 

biasanya disebabkan karena berubah pikiran, atau ada yang tidak disukai 

dari pihak yang ingin dibatalkan, pembatalan sepihak ini yang biasanya 

menimbulkan kerugian bagi pihak yang dibatalkan baik secara materi 

maupun emosional. 

Secara hukum membatalkan tunangan merupakan hak dari kedua 

belah pihak, tidak ada larangan dalam hal pembatalan pertunangan. 

Meskipun begitu dalam membatalkan tunangan juga ada etika dan sikap 

yang harus dijaga, dalam hal ini adat lebih berperan dalam mengatur 

batasan dalam membatalkan pertunangan. 
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2. Pengembalian pemberian (mahar, hadiah, seserahan, hantaran) 

akibat pembatalan pertunangan. 

Pembatalan pertunangan tidak berdampak secara mutlak, karena 

orang yang membatalkan pertunangan dianggap menggunakan haknya 

secara syari‟at. Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengharuskan 

pihak yang membatalkan peminangan untuk membayar ganti rugi, meski 

pembatalan itu tidak didasarkan dengan alasan yang jelas. Meski 

demikian, sikap seperti ini tidak menunjukkan moral yang mulia. 

Dilihat dari hukumnya jika mungkin si peminang telah memberi 

mahar, hadiah atau seserahan. Mungkin juga telah mengalami kerugian 

materi atau kehormatan, akibat dari pembatalan peminangan tersebut. 

Setiap masalah tersebut terdapat hukum  yang berbeda-beda berdasarkan 

jenis pemberiannya. 

a. Mahar  

Apabila peminangan itu dibatalkan oleh kedua belah pihak atau 

oleh salah satu dari mereka maka mahar yang telah diberikan oleh 

peminang berhak dikembalikan kepadanya. Apabila mahar itu masih 

utuh maka harus dikembalikan sepenuhnya. Apabila telah hancur atau 

telah dipergunakan maka harus dikembalikan dengan nilai yang 

menyerupainya, atau dikembalikan sesuai dengan nilainya. Hal ini 

disebabkan karena mahar tergolong dari hak-hak akad. Oleh karena itu, 
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jika akad itu dibatalkan maka mahar yang telah diberikan itu juga 

harus dikembalikan.
87

 

b. Hadiah 

Mengenai hadiah, ia tidak ubahnya seperti hibah. Hadiah tidak 

boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau 

syarat, karena orang yang menerima hadiah berhak atasnya dan 

menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak dia 

menerimanya. Dia berhak mempergunakan dan memanfaatkan apa 

yang telah menjadi miliknya. Pengembalian kembali hadiah yang telah 

diberikan merupakan perampasan atas hak milik yang tanpa disertai 

dengan keridhaan pemiliknya. Hal itu merupakan perbuatan batil 

dalam islam.
88

 sebagai mana sabda nabi saw: 

 لايحل لرجل أن يعطي عطية أويهب ىبة فيرجع فيهاإلا الوالدفيما يعطي ولده

Artinya: Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu atau 

menyerahkan hadiah kemudian mengambilnya kembali 

kecuali ayah yang mengambil apa yang diberikan kepada 

anaknya.
89

 

Tapi jika hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan  

dari penerima, maka jika orang yang menerima itu belum 

melaksanakan apa yang diminta, orang yang memberi berhak untuk 
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mengambil kembali hibah yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti 

ini, orang yang memberi berhak meminta kembali apa yang telah 

diberikannya, karena dia memberikannya atas dasar sesuatu,yaitu 

pernikahan. Apabila pernikahan itu tidak terlaksana, maka laki laki 

berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.
90

 

Oleh sebab itu larangan mengambil kembali hadiah atau hibah 

yang sudah diberikan kepada pihak yang diberi hibah ini berlaku 

secara umum, sedangkan hadiah atau hibah yang diberikan kepada si 

penerima hibah di masa pertunangan, itu ia memberi dengan tujuan 

hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Maka dalam hal ini ada 

beberapa pendapatfiqih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah 

khitbah: 

Menurut Abu Hanifah, Hadiah hadiah khitbah adalah 

pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali 

pemberiannya,kecuali  ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, 

kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. 

Menurut ulama Malikiah, menyebutkan bahwasanya hadiah-

hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad 

dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan 

maupun tidak syaratkan, karena secara hukum itu disyaratkan. 

Penjelasan terperinci yang berlaku adalah, jika pembatalan khitbah itu 

di lakukan oleh pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta kembali 

sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan 

maka si laki-laki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia 
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berikan. Ini yang benar dan adil karena itu merupakan pemberian 

dengan syarat akadnya tetap. Jika akadnya tersebut tiada maka 

sipemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.Menurut 

ulama hanabilah, berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki 

boleh memintanya kembali atau dikembalikan. 

Menurut ulama Syafi‟iyyah, berpandangan bahwa si lelaki 

boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia 

memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut.
91

 Dan hadiah 

yang telah diberikan harus di kembalikan, baik dalam keadaan utuh 

maupun rusak. Jika barang itu utuh, maka ia di kembalikan dalam 

keadaannya semula. Dan jika sudah rusak, maka pihak perempuan 

harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya.
92

 

c. Seserahan (Syabkah) 

Hukum Seserahan berlaku sesuai adat yang berlaku, apabila 

adat menganggap seserahan sebagai mahar, maka ia menggunakan 

hukum mahar, apabila adat menganggapnya sebagai hadiah maka 

dihukumi sebagai hadiah.
93

 

3. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pembatalan pertunangan 

Pembatalan pertunangan jangan sampai menimbulkan pengaruh 

tertentu bagi laki-laki dan wanita, sebab lamaran dalam pandangan Islam 

hanya sekedar kesepakatan awal utnuk sebuah pernikahan.
94

 

                                                             
91

 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit., h. 37 
92

Sayyid sabiq, Op.Cit., h. 239 
93

 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Op.Cit.,  h. 29 
94

 Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy,  Rahasia Pernikahan yang Bahagia, Alih Bahasa Oleh 

Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 61 



61 

 

 

 

Pembatalan sebuah peminangan bisa mengakibatkan hal buruk 

yang menimpa salah satu dari dari kedua belah pihak, baik itu berupa 

materi ataupun beban material. Di antara contoh kerugian materi, yaitu 

apabila peminang peria telah menjual tanah untuk persiapan nikah, atau 

telah membeli rumah untuk pernikahan lalu pihak perempuan 

membatalkan peminangan. Atau apabila pihak perempuan telah berhenti 

dari pekerjaanya, karena bersiap-siap untuk menikah, lalu pihak laki-laki 

membatalkan pertunangan tanpa sebab.
95

 

Dalam hal pembahasan kerugian ini penulis merinci dalam 

beberapa bagian 

a. Apabila yang mengalami kerugian tersebut adalah pihak yang 

membatalkan tunangan baik dari pihak laki-laki ataupun pihak 

perempuan, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut tidak 

berhak meminta ganti rugi, karena kerugian tersebut disebabkan karena 

kesalahan yang membatalkan tunangan. 

b. Apabila yang mengalami kerugian tersebut adalah pihak yang 

dibatalkan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, misalnya 

pihak laki-laki mengundurkan diri dari lamaran sementara pihak 

perempuan telah berhenti kerja karena akan memulai berumah tangga 

maka pihak perempuan tersebut berhak meminta ganti rugi. Begitu 

juga sebaliknya, apabila  pihak perempuan yang membatalkan 

pertunangan sedangkan pihak laki-laki setelah mempersiapkan atau 
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telah menjual sebagian harta untuk persiapan nikah maka pihak laki-

laki tersebut berhak meminta ganti rugi. 

c. Apabila kedua belah pihak mengalami kerugian yang sangat besar 

maka pihak yang membatalkan tunangan yang harus bertanggung 

jawab atas kejadian tersebut, karena selain kerugian materi, pihak yang 

dibatalkan juga mengalami kerugian mental, salah satu contoh 

kerugian mental adalah goresan luka pada perasaan dan perbincangan 

orang banyak tentangnya.  

d. Apabila antara kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, karena 

pembatalan  telah diinginkan oleh kedua belah pihak, maka tidak yang 

berhak meminta ganti rugi. 

 

E. Tradisi Adat dalam Pertunangan Masyarakat Melayu Kampung 

Merempan Hilir 

1. Tando Kocit 

Dalam Islam  ada etika dalam pergaulan dan mengadakan 

perkenalan antara laki-laki dan perempuan, Taaruf  merupakan proses 

perkenalan, setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk 

dapat mengenal keperibadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, 

keluarga, maupun agama kedua belah pihak.  Dengan tetap menjaga 

martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus 

pada prilaku tak senonoh, bila di antara mereka berdua terdapat 

kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kodisi keluarga 

masing-masing.
96
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Tando kocit merupakan  tradisi yang serupa dengan  Taaruf, yang 

memiliki tujuan untuk dapat mengetahui kepribadian, pendidikan, dan 

agama dari masing-masing pihak. Dalam tradisi tando kocit biasanya 

diwakili oleh tokoh perempun dari pihak laki-laki yang terdiri dari saudara 

perempuan ibu atau saudara perempuan ayah atau keluarga perempuan 

yang lain, dengan tujuan agar lebih leluasa dalam bertanya dan berbincang 

kepada pihak wanita dan wanita yang ingin dinikahinya. 

Jika pihak wanita menerima keinginan dari pihak laki-laki, maka 

pihak laki mamberi sebuah tanda dengan maksud agar orang-orang tau 

bahwa wanita tersebut sudah ada yang akan meminang dan menikahinya, 

selain itu tanda tersebut juga sebagai tanda terimakasih dari pihak laki-laki 

kepada pihak perempuan karena sudah menerima keinginannya. Tanda 

yang diberikan tersebut umumnya berupa cincin emas, namun tidak salah 

jika diberikan dalam bentuk uang, tanda inilah yang kemudian disebut 

sebagai tando kocit. 

Dengan diterimanya tanda yang disebut tando kocit tersebut, maka 

laki-laki lain tidak boleh memberikan tando kocit kepada wanita yang 

sudah menerima tando kocit tersebut, selain itu dengan diterimanya tanda 

ini maka antara utusan pihak laki-laki dan pihak perempuan 

mendiskusikan tentang waktu pelaksanaan tando boso atau dalam Islam 

disebut khitbah. 

Terdapat pribahasa masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir 

yang berbunyi “tando kocit tando betanyo” yang memiliki makna tanda 

kecil adalah tanda bertanya, yang maksud tanda kecil adalah tanda yang 
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diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita pada saat tokoh 

perempuan menyatakan maksud keinginan untuk menikahi wanita 

tersebut, sedangkan tanda bertanya adalah gambaran pertanyaan tentang 

sikap kepribadian, pendidikan, keagamaan masing-masing pihak.  

Dalam masa ini juga antara laki-laki dan perempuan dianjurkan 

untuk saling mengenal dengan tetap menjaga etika dan sikap secara baik, 

jika dalam waktu yang telah ditetapkan terdapat kecocokan maka pihak 

laki-laki melanjutkan keproses berikutnya yang disebut tando boso atau 

dalam bahasa lain tunangan (Khitbah) 

Seperti halnya taaruf dalam Islam, terdapat hikmah yang besar 

dalam tradisi tando kocit, hikmah itu diantaranya adalah menghindari 

pergaulan dan cinta yang bebas, selain itu juga untuk membatasi pergaulan 

antara laki-laki dan perempuan agar tidak menjadikan cinta sebagai ajang 

uji coba atau untuk bersenang-senang semata yang akan merusak harga 

diri, kehormatan dan membuat malu keluarga. 

Apabila proses tando kocit ini tidak sampai pada proses tando boso 

artinya terjadi pembatalan, maka tanda yang diberikan kepada pihak 

perempuan tidak boleh diminta kembali karena sewaktu memberi tidak ada 

pemaksaan berapa kadar dan jumlah besarannya, selain itu tanda yang 

diberikan tersebut merupakan pemberian atas kerelaan pihak dari laki-laki 

kepada pihak perempuan. 

Bagi pembatalan berasal dari pihak wanita maupun dari pihak laki-

laki tando kocit tidak dapat diminta kembali, setelah batalnya tahapan ini 

maka laki-laki lain boleh memberikan tando kocit kepada wanita tersebut, 

hanya saja jika pembatalan tando kocit tersebut dengan alasan untuk 
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menerima laki-laki lain yang akan memberi tando kocit maka akan 

berurusan dengan dan akan menjadi gunjingan buruk pada masyarakat. 

2. Tando Boso 

Dalam Islam setelah melalui proses taaruf jika ditemukan 

kecocokan maka dilanjutkan ke proses khitbah, yang dalam bahasa 

Indonesia sering disebut meminang, melamar atau bertunang. Tradisi 

pemberian tando boso ini adalah bahasa lain dari arti meminang. 

Khitbahmerupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan 

kecendrungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus 

dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, jika telah ditemukan 

rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk 

dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam 

kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa 

tentram tenang dan penuh kasih sayang.
97

 

Dalam tradisi tando boso biasanya pihak laki-laki mendatang 

rumah pihak wanita dengan membawa para tokoh masyarakat, baik tokoh 

adat, tokoh agama, maupun tokoh pemuda. Adapun waktunya biasanya 

sudah ditentukan pada waktu pemberian tando kocit. Kedatangan pihak 

laki-laki ini bertujuan untuk meneruskan dan meluruskan niat untuk 

menikahi wanita yang ia cintai.Terdapat ungkapan adat yang berbunyi 

tando boso tando nak jadi, yang artinya tanda besar tanda akan jadi, 

dikatakan tanda besar adalah pertanda besar yakni sebuah tanda besar baik 

dari acaranya yang besar lebih luas orang yang mengetahui bahwa sudah 

dalam masa pertunangan, ataupun pemberian tanda yang lebih besar yang 
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disebut tando boso.  Disebut tanda akan jadi adalah tanda bahwa akan 

segera melaksanakan pernikahan 

Tando boso merupakan pemberian yang disyaratkan untuk akad 

nikah,  yang mana jika ada pengingkaran janji dari pihak wanita maka 

tanda yang disebut sebagai tando boso harus dikembalikan kepada pihak 

wanita, karena hak kepemilikan tanda tersebut masih pada pihak laiki-laki. 

Tanda tersebut bisa berupa cincin emas atau perhiasan yang 

nilainya jauh lebih besar dari tando kocit yang pernah diberikan oleh pihak 

laki-laki, ini menunjukkan bahwa niat dan kesungguhan untuk menikahi 

wanita tersebut juga lebih besar. Penerimaan tando boso ini juga 

bersamaan dengan penyerahan tando kocit, sehingga jika pihak wanita 

telah menerima tando boso maka tando kocit dikembalikan kepada pihak 

laki-laki. 

Pada waktu pemberian tando boso juga biasanya pihak keluarga 

memusyawarahkan kepada para tokoh untuk menentukan waktu 

dilaksanakannya akad nikah dan pesta pernikahan. begitu juga para tokoh 

menyampaikan nasehat agar tetap menjaga pertunangan hingga sampai 

waktu pernikahan. 

 

F. ‘Urf  (adat kebiasaan) 

„Urf  adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah 

menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan atau keadaan 

meninggalkan.
98
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 مَااعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلََّتٍ وَاسْتَ قَا مَتْ عَلَيْوِ أمُُوْرُىُمْ 

Artinya : sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan 

telah mantap dalam urusan-urusannya. 

Hakikat adat dan „Urf  adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh 

masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima 

keberadaanya di tengah umat.
99

 

Kata al „Urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan 

kata „adat dapat digunakan untuk sebagaian orang di samping berlaku pula 

untuk golongan. Apa yang biasa dilakukan seseorang, maka perbuatan itu 

dapat dikatakan sebagai adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan „urf 

orang itu.
100

 

1. Cakupan al-‘Urf 

a. „Urf „Am yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. 

b. „Urf Khas  yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, 

berbeda dengan lingkunagn yang lainnya. 

2. Penerimaan  al-‘Urf  Menurut Syara’ 

a. „Urf Shahih 

 „Urf shahih adalah  kebiasaan yang saling dikenal manusia, 

dan tidak bertentangan dengan dalil syara‟.  tidak menghalalkan 

sesuatu yang diharamkan, juga tidak mengharamkan yang halal, dan 
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tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
101

 Contohnya; 

menghidangkan jamuan waktu walimah ursy. 

b. „Urf Fasid 

„Urf fasid adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi 

manusia,  akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan dalil syara‟, atau 

menghalalkan  sesuatu yang diharamkan, juga mengharamkan sesuatu 

yang halal. Dan membatalkan sesuatu yang wajib.
102

  Contohnya; adat 

masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan 

wanita yang bukan mahram, hanya karena keduanya berasal dari 

komunitas adat yang sama, atau karena marga yang sama,
103

 

3. Syarat Penggunaan al-‘urf 

a. Tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur‟an maupun al-Sunnah. 

b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan 

kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempitan dan 

kesulitan. 

c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, perbuatan yang 

dilakukan logis dan releven dengan akal sehat. 

d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdhoh.
104
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  permasalahan Denda Akibat Pertunangan pada Saat 

Tando Boso dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam yang telah di bahas 

dalam bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Dalam pelaksanaan tradisi akibat pembatalan pertunangan, Tando Kocit 

merupakan tradisi yang serupa dengan taaruf, yang memiliki tujuan untuk 

dapat mengetahui keperibadian, pendidikan dan agama dari masing-

masing pihak. Tando boso dikatakan tanda besar adalah pertanda besar 

yakni sebuah tanda besar baik dari acaranya yang besar, lebih luas orang 

yang mengetahui bahwa sudah dalam masa pertunangan, ataupun 

pemberian tanda yang lebih besar yang disebut tando boso. Disebut tanda 

akan jadi bahwa akan segera melaksanakan pernikahan. 

2. Pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab diharuskan 

mengembaliaan tando boso dan denda sebesar nilai tando boso tersebut, 

pengembailan dan denda dapat berupa uang semua atau tanda 

dikembalikan ditambah uang senilai tando boso, pembatalan dari pihak 

laki-laki akan mengakibatkan tando boso hangus, pembatalan dari pihak 

wanita yang disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh 

maka tidak dikenakan denda adat, karena pihak laki-laki telah 

membatalkan secara sepihak. Paembatalan karena kematian wanita yang 

dipinang mengharuskan pengembakian tando boso dan pihak laki-laki 
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dibebankan kopan selapeh kopan dan ai sekalia ai sedangkan pembatalan 

yang disebabkan kematian laki-laki yang meminang hanya mengharuskan 

pihak wanita mengembalikan tando boso. 

3. Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan 

dilihat dari segi keadaan finansial dan hak syar‟i pembatalan denda ini 

termasuk „urf shahih jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun 

jika memberatkan bagi pihak wanita sehingga tidak mampu untuk 

membayar dan menjadi penghalang dalam pembatalan pertunangan. Dari 

segi tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang 

membatalkan tanpa ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama 

menjadi „urf shahih jika tujuan  mereaih kebahagiaan setelah nikah dapat 

dicapai. Kedua menjadi „urf fasid jika menjadi penghalang untuk 

membatalkan pertunangan. Jika pihak laki-laki yang membatalkan tanpa 

ada kesalahan, hangusnya tando boso sesuai dengan hukum islam dan 

termasuk dalam urf shahih. Pembatalan dari pihak perempuan disebabkan 

karena kesalahan pihak laki-laki, tidak dikenankan denda bagi pihak 

wanita dan tando boso tersebut tidak boleh diminta kembali oleh pihak 

laki-laki, jika pihak wanita tidak meminta ganti rugi maka menjadi „urf 

shahih, namun jika pihak wanita meminta ganti rugi maka pihak laki-laki 

wajib membayar dan menjadi „urf fasid. Pembatalan pertunangan dari 

pihak laki-laki karena kesalahan pihak wanita, denda tando boso menjadi 

„urf shahih karena pihak wanita dianggap membatalkan sepihak, dan 

menjadi „urf fasid jika pihak laki-laki meminta denda sekaligus ganti rugi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka 

penulis menyerankan kepada: 

1. Para tokoh Adat agar merumuskan kembali tentang denda akibat 

pembatalan pertunangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

menetapkan hukum. 

2. Para tokoh agama, ustadz dan orang-oarang yang faham dengan agama 

agar membantu dan menjelaskan kepada para tokoh adat bahwa dalam 

Islam denda yang telah dterapkan perlu perbaikan dan perumusan ulang, 

karena selama ini yang diikuti masyarakat secara turun temurun dan 

dianggap sesuai dengan hukum Islam terdapat ketidak sesuaian dengan 

hukum Islam 

3. Masyarakat pada umumnya terutama pada para sarjanawan Islam tentu 

ikut menjelasakan kepada para tokoh adat untuk bersama-sam 

memperbaiki keadaan hukum adat yang masih belum sesuai dengan 

hukum Islam. 
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